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Agar hak atas kepemilikan tanah bersifat lebih kuat dihadapan hukum, 
maka seseorang  perlu meningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut menjadi 
Hak Milik (HM)tujuan untuk memperjelas status hukum kepemilikan tanah.  
 Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan aturan-aturan tanah Hak 
Guna Bangunan (HGB) dan tanah Hak Milik (HM) menurut hukum perdata. Dan 
Untuk mengidentifikasikan mekanisme alih fungsi tanah Hak Guna Bangunan 
(HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 Jenis penelitian adalah library research pendekatan yang digunakan adalah 
yuridis normatif teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan 
analisis dengan kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun,Hak milik adalah hak yang 
turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, jadi 
penting nya merubah Sertifikat HGB menjadi Sertifikat HM.  
 Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
  








 In order for land ownership rights to be stronger before the law, a person 
needs to increase the Building Use Rights (HGB) into Ownership Rights (HM) for 
the purpose of clarifying the legal status of land ownership. 
 This research aims to describe the land use rights (HGB) and land rights 
(HM) land rights according to civil law. And to identify the mechanism of land 
use conversion (HGB) land to become a Freehold (HM) in Dukuhturi village, 
Tegal Regency. 
 This type of research is the library research approach used is normative 
juridical data collection tech niques through literature study and analysis with 
qualitative. 
The results of this study indicate that the right to build is the right to erect 
and own buildings on land that are not their own, with a maximum term of 30 
years. Property rights are here ditary, strongest and most fully fulfilled rights that 
people can have on the land, so it's important to change the HGB Certificate to an 
HM Certificate. 
Based on the results of this study it is expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan 
hidup manusia. Hal ini karena manusia membutuhkan tanah bukan hanya sebagai 
lahan untuk ditinggali melainkan juga untuk beraktivitas dan menjalankan usaha. 
Melonjaknya jumlah pendudukan indonesia dari tahun ketahuan serta 
berkembangnya aktivitas industry jasa property menyebabkan jumlah tanah 
sebagai lahan kosong menjadi sangat terbatas sebagai akibat ketidak konsistenan 
pemerintah dalam pendistribusian tanah untuk lahan industry dan pemukiman. 
Untuk itu, legalitas kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting dilakukan 
sebagai dasar pembuktian bahwa tanah tersebut dikuasi atas alas hukum yang sah. 
Dewasa ini banyak terjadi kasus kepemilikan tanah dengan status masih Hak 
Guna Bangunan (HGB). Padahal agar hak atas kepemilikan tanah bersifat lebih 
kuat dihadapan hukum, maka seseorang  perlu meningkatan Hak Guna Bangunan 
(HGB) tersebut menjadi Hak Milik (HM). Peningkatan status kepemilikan tanah 
dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) memiliki tujuan untuk 
memperjelas status hukum kepemilikan tanah. Hal ini akan sangat bermanfaat 
bagi si pemilik tanah terutama apabila suatu hari hak atas tanah berpindah tangan 
atau apabila terjadi sengketa. 
 Sebagai aturan dasar dibidang pertanahan, Undang-undang Nomor 5 




pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara 
ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang 
lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula 
bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas 
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. 
 Dalam kaitannya dengan hak atas tanah,  ilmu hukum menyebutkan bahwa 
hak pada hakekatnya merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum 
kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, sehingga diantaranya 
menimbulkan hukum. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian hak sebagai 
pengalokasian suatu kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, 
dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Jika dikaitkan dengan 
pengertian hak atas tanah, maka bila seseorang memperoleh hak atas tanah 
tersebut dengan dibatasi oleh kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Dengan 
demikian Hak Atas Tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan 
hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberikan wewenang 
kepada yang mempunyai untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. 
lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa penguasaan pada 
hakekatnya bersifat factual yaitu yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. 




mengenai suatu barang yang dikuasai itu. Sedangkan pemilikan lebih mempunyai 
wujud yang jelas dan pasti secara hukum.1 
 Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) ialah 
memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula 
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang 
lebih tinggi terdapat beberapa macam hak atas tanah yakni hak milik, hak guna 
bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Sehubungan dengan hal di atas, perlu 
mengaitkannya dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna 
dikuasai negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara 
keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu membawa wewenang 
kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk 
tingkatan yang tertinggi yaitu mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; menentukan dan mengatur hak-hak 
yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu; 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan 
perbuatan hukum antara orang mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atas 
tanah itu. Dalam hal ini hak milik sebagai hak yang turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, terdapat pula hak guna bangunan, 
hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil 
hutan dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dengan Undang-undang. 
                                                          




 Saat ini, hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar 
adalah hak milik atas tanah yang diperoleh secara yang turun-temurun yang 
didalamnya terdapat pula hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak 
sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lainnya yang 
telah ditetapkan dengan Undang-undang. Selain hak milik mempunyai hak yang 
turun-temurun, terkuat dan terpenuh juga dikatakan bahwa hak milik mempunyai 
kekuatan hukum yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak guna bangunan, 
karena pemegang hak milik sudah tidak perlu memperpanjang jangka waktu hak 
atas tanahnya, hal ini berbeda dengan hak guna bangunan yang memiliki 
keterbatasan dalam jangka waktu yang pada suatu saat akan berakhir, hal ini 
terkandung dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi bahwa :  
1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 
lama 30 tahun.  
2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan 
bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang 
dengan waktu paling lama 20 tahun.  
 
 Di dalam ketentuan Pasal 38 UUPA menyatakan : 
1. Hak Guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-




2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat 
mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, 
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.  
 
Meskipun hak guna bangunan dikatakan mempunyai kekuatan hukum 
yang lebih rendah dibandingkan dengan hak milik tetapi dengan adanya suatu 
kebutuhan, maka para pemegang hak merasa perlu melakukan perubahan status 
tanah hak milik menjadi hak guna bangunan, maka dalam hal ini pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. 
 Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :  
(a) Hak Milik kepunyaan perseorangan warganegara Indonesia atau yang 
dimenangkan oleh badan hukum Indonesia melalui pelelangan umum, atas 
permohonan pemegang hak atau pihak yang memperolehnya atau kuasanya 
diubah menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang jangka waktunya 
masing-masing 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun.  
(b) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan 
kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, 
atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Pakai yang 




 Perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan dapat dilakukan oleh 
Perseroan Terbatas (PT), karena untuk kepentingan suatu badan hukum dalam hal 
ini adalah PT (Perseroan Terbatas) harus merubah status tanahnya yang semula 
hak milik menjadi hak guna bangunan karena perlu diketahui bahwa pada 
dasarnya suatu badan hukum khususnya PT (Perseroan Terbatas) harus berstatus 
hak guna bangunan meskipun dalam melakukan suatu perubahan tersebut 
memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan suatu proses yang cukup 
lama. Hal tersebut didasarkan pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai 
Hak Milik atas tanah yang menyatakan bahwa Menteri Pertanian/Agraria 
berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum, agar supaya mengalihkan 
tanah-tanah milik yang dipunyainya pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini 
kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik atau memintanya untuk 
diubah menjadi hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai. 
Berbicara tentang tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), 
Kabupaten Tegal termasuk wilayah yang memiliki bentangan tanah yang cukup 
luas apabila dibandingkan dengan wilayah Kota Tegal. Di Kabupaten Tegal, geliat 
usaha industry dan property juga berkembang pesat sehingga menimbulkan cukup 
banyak persoalan terkait hak kepemilikan tanah. Di Desa Dukuhturi sendiri masih 
cukup banyak warga desa yang memiliki tanah dengan status Hak Guna 
Banguanan (HGB), sehingga hal ini tentu perlu segera mendapat himbauan 
khusus nya dari Kepala Desa setempat agar tanah-tanah dengan status Hak Guna 




sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ Peningkatan  Hak 
Atas Tanah Guna Bangunan (HGB) Menjadi Hak Milik (HM) Di Desa 
Dukuhturi Kabupaten Tegal” 
 
B. Perumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang hendak penulis kemukakan adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan 
(HGB) dan Tanah Hak Milik (HM) menurut hukum perdata ? 
2. Bagaimana mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) 
menjadi Hak Milik (HM) di desa Dukuhturi Kabupaten Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan aturan-aturan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan 
tanah Hak Milik (HM) menurut hukum perdata. 
2. Untuk mengidentifikasikan mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna 






D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Bersifat Teoritis  
a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa mengenai pelaksanaan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan pada Kantor 
Pertanahan Di Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal 
b. Bagi Kantor Pertanahan selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dapat dijadikan 
sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di bidang pertanahan. 
c. Sebagai bahan kajian secara sistimatis dan mendalam tentang pelaksanaan 
perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan.  
2. Bersifat Praktis 
      a.  Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 
mengenai Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak 
Milik (HM) di Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
b. Bagi pihak Kantor Kepala Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal diharapkan dapat 
memberikan konstribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam hal-hal 
yang menyangkut Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) 
menjadi Hak Milik (HM). 
c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat 
sebagai bahan referensi antara teori yang didapat dengan kenyataan yang terjadi di 
lapangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau pembaca yang 




E. Tinjauan Pustaka 
 Alih fungsi lahan merupakan suatu akibat nyata dari adanya ledakan 
penduduk atau peningkatan penduduk serta proses pembangunan lainnya yang 
membutuhkan lahan untuk menunjang aktivitas pembangunan tersebut. Alih 
fungsi lahan pada hakekatnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam proses 
penggunaan lahan, namun yang mengakibatkan adanya ketidak wajaran dalam 
alih fungsi lahan dikarenakan adanya pengunaan lahan yang tidak semestinya 
dengan yang sudah ditentukan. Secara garis besar akan penulis kemukakan 
beberapa penelitian terkait dengan Peningkatan Hak  Atas Tanah Guna Bangunan 
(HGB) menjadi Hak Milik (HM) sebagai berikut: 
a. Lilis Atikah dalam skripsinya tahun 2019 dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang 
Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan Di Atas Tanah Ulayat Yang Di Sakralkan menyimpulkan bahwa 
kedudukan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah ulayat tidak dapat diterima 
dan diakui karena tanah ulayat tersebut merupakan tanah yang dipakai untuk 
kepentingan umum masyarakat adat yaitu sebagai tempat ibadah masyarakat adat 
disana. Yang kedua Hak Guna Bangunan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum 
sama sekali untuk mendirikan bangunan karena tidak memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan, dan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dikatakan bahwa 
bangunan yang tidak memiliki izin boleh untuk dirobohkan. 
b. Friska Permata Sari, dalam skripsinya tahun 2010 dengan judul Pelaksanaan 




Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menyimpulkan bahwa Pemberian Hak 
Guna Bangunan atas tanah negara atau atas tanah pertanahan dan sebagai tanda 
bukti hak bahwa pemegang hak telah diberi Hak Guna Bangunan kepada 
pemegang Hak Guna Bangunan diberi sertifikat hak atas tanah (Pasal 23 PP No 
40 tahun 1996). Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik terjadi 
dengan pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima Hak Guna 
Bangunan dengan akta oleh PPAT dan hak tersebut telah didaftarkan di Kantor 
Pertanahan, hal ini dilakukan untuk mengikat pihak ke 3 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 PP No 40 tahun 1996. Sampai sekarang Hak Guna Bangunan atas 
tanah hak milik belum ada peraturan pelaksanaanya. 
c. Harry Nugroho, dalam thesisnya tahun 2012 dengan judul Perlindungan Hukum 
Pemegang Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Hak Guna 
Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Nomor : 1/Bandarjo, Kecamatan Ungaran 
Barat, Kabupaten Semarang) menyimpulkan bahwa Hak Guna Bangunan di atas 
hak Pengelolaan timbul dengan adanya perjanjian kerjasama, yang di dalamnya 
tidak mengatur tentang kemungkinan perpanjangan hak, sehingga pemegang Hak 
Guna Bangunan tidak mendapat perlindungan hukum. 
Penelitian akan penulis lakukan memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian 
terdahulu sebagaimana penulis terangkan diatas. Hal ini disebabkan karena belum 
ada penelitian terkait Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HBG) 
menjadi Hak Milik (HM) yang objek penelitiannya dilakukan di Desa Dukuhturi. 
Pada hal wilayah desa yang umumnya memiliki bentangan tanah kosong yang 




property maupun jenis usaha lainnya. Sehingga penulis memandang perlu 
memberi informasi kepada masyarakat desa Dukuhturi khususnya dan masyarakat 
Kabupaten Tegal umumnya, bahwa permasalahan peningkatan hak milik atas 
tanah perlu mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun kepala desa 
setempat. 
F. Metode Penelitiane 
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalampenelitian 
untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan2. 
dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan maksimal, maka 
penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian  
 Dalam skripsi ini penulis gunakan library research. Dimana Library 
research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 
penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber 
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. 
 Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. 
Bukankah perpustakaan merupakan tambang emas yang sangat kaya untuk riset 
ilmiyah. Informasi atau data empiric yang telah dikumpulkan orang lain, berupa 
laporan hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan 
dalam perpustakaan tetap dapat digunakan oleh periset kepustakaan. 
 
                                                          




b. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 
hukum dari sisi normatifnya.3 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti 
bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik atas 
tanah khususnya tentang alih fungsinya. 
c. Sumber Data 
Adapun sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan  hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Ada dua jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, dengan uraian 
sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak 
tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif 
terhadap peristiwa hukum in concreto dan wawancara dengan narasumber 
yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.4 
b. Data Sekunder 
Data skunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, 
berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder adalah untuk mendukung 
data primer. Data skunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:  
                                                          
3Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2013, 
hlm. 57. 





1) Undang-undang  
2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian  
3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian  
4) Infomasi yang dikutip dari internet 
5) Wawancara informasi kusus 
 
d. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan 
berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, 
serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum 
pertanahan. Baik secara online informasi yang dikutip dari internet yang sering 
kita sebut google, maupun secara offline informasi yang dikutip dari buku-buku 
yang berkaitan dengan penelitian, wawancara dengan narasumber secara 
langsung. 
e. Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 
dan analisis.5 Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan 
perundang-undangan pertanahan yang terkait dengan Hak Guna Bangunan dan 
Hak Milik. 
                                                          





G. Sistimatikan Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga 
mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap 
permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang penulisan skripsi 
ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode dan Sistimatika 
Penulisan.  
BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL berisi tentang teori-teori hukum yang 
berhubungan dengan peningkatan hak atas tanah hak guna bangunan dan hak 
milik atas tanah.  
BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN berisi tentang uraian 
data hasil penelitian dan data temuan penulis tentang peningkatan hak atas tanah 
hak guna bangunan dan hak milik atas tanah.  
BAB IV : PENUTUP berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan 









A.  Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah 
1.Pengertian Hak Atas Tanah 
 Hak Atas Tanah adalah Hak yang diterima oleh perseorangan atau badan 
hukum selaku pemegang kuasa atas tanah dan hak atas tanah memberikan 
wewenang kepada seseorang yang mmpunyai hak untuk mempergunakan tanah 
atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 
 Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) ialah 
memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula 
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang 
lebih tinggi terdapat beberapa macam hak atas tanah yakni hak milik, hak guna 
usaha, hak pakai dan hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.6 
 Hak Perorangan Atas Tanah dari suatu bidang tanah tertentu yaitu hak-hak 
atas tanah, hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan gedung bertingkat/ atau 
hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan.7 
  
                                                          
6Realmaczman,” Hak Atas Tanah Menurut UUPA”,diakses dari 
https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/, Pada tanggal 15 
juni 2011. 




2. Macam macam Hak Atas Tanah 
 Macam- macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 juncto pasal 53 
UUPA. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai 
e. Hak Sewa 
f. Hak Membuka Tanah 
g. Hak Memungut Hasil Hutan 
h. Hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan 
ditetapkan dengan undang undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagai yang disebut dalam pasal 53.8 
 
 Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (3) ialah : 
a. Guna Air 
b. Hak Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan 
c. Hak Guna Ruang Angkasa.9 
 
 
                                                          
8Wikipedia Ensiklopedia Bebas,”Hak Atas Tanah”,diakses 
darihttps://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah , Maret2017.  
9Wira Franciska, Kepastian Hukum Pemegang HGB diatas HPL dalam Perjanjian Penjaminan 




 Berdasarkan macam-macam hak atas tanah dalam pasal 16 juncto Pasal 
53UUPA, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang besar yaitu : 
 
a. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap 
 Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Jenis-jenis 
hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Bagungan, Hak Guna 
Usaha, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa Untuk 
Bangunan, danHak Memungut Hasil Hutan . 
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang 
 Adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam 
Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya, di samping 
hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak masih 
dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus 
dengan undang-undang. 
c. Hak atas tanah yang bersifat sementara 
 Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang 
singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, 
mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-




hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah 
pertanian.10 
  Hak-hak atas tanah dari segi asal tanah nya  dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu : 
a. Hak atas tanah yang bersifat primer 
 Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. 
b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder 
 Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak 
pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah 
hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk 
bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi 
hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 
  
                                                          
10A.A Nugrahni,”Ngobrolin Hukum Memahami Hak Ttas Tanah (2 ) :Pengelompokan”,diakses 
dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/05/09/memahami-hak-atas-tanah-2-




B.Tinjauan Tentang Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM)  
Atas Tanah. 
1. Pengertian Hak Guna Bangunan (HGB) 
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 
paling lama 30 tahun, hak guna bangunan merupakan salah satu hak atas tanah 
yang bersifat primer. Hal ini disebabkan hak guna bangunan merupakan 
pendukung sarana pembangunan perumahan yang sementara ini berkembang 
pesat.11 
 Salah satu yang paling mendasar dalam pemberian hak guna bangunan 
adalah menyangkut adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu 
pemberiannya. Sehubungan dengan pemberian perpanjangan jangka waktu 
apabila hak guna bangunan telah berakhir maka hak guna bangunan atas nama 
negara, atas permintaan pemegang hak nya dapat diperpanjang atau diperbaharui, 
dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur pasal 26, sebagai 
berikut: 
a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat 
dan tujuan pemberian hak tersbut; 
b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang 
hak; 
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c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 19; 
d) Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
bersangkutan.12 
2. Pengertian Hak Milik (HM) Atas Tanah 
Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak Milik 
bersifat turun-menurun maksudnya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut tidak 
hanya berlangsung selama hidup pemegang Hak milik atas tanah, tetapi dapat juga 
dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia, oleh karena itu 
Hak Milik jangka waktunya tidak terbatas. Hak Milik bersifat terkuat maksudnya 
bahwa Hak Milik merupakan induk dari macam hak atas tanah lainnya dan dapat 
dibebani oleh hak atas tanah lainnya, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
Hak Milik bersifat terpenuh maksudnya Hak Milik menunujuk luas wewenang 
yang diberikan kepada pemegang Hak Milik dalam menggunakan tanahnya baik 
untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan. Hak Milik bersifat 
turun temurun, terkuat dan terpenuh bukan berarti bahwa Hak Milik merupakan 
hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini Ini 
dimaksudkan untuk membedakan Hak Milik dengan hak-hak atas tanah lainnya 
yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, Hak Milik merupakan hak yang 
paling kuat dan paling penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 
                                                          





sehingga Hak Milik juga mempunya fungsi social, artinya bahwa Hak Milik yang 
dipunyai subjek hak (pemegang hak) tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk 
kepentingan pribadi. Fungsi sosial dari Hak Milik harus ada keseimbangan antara 
kepentingan pemerintah dengan masyarakat.13 
 Pengecualian subjek hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik ini 
dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 
Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (“PP No. 
38/1963”). Berdasarkan Pasal 1 PP No. 38/1963, badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai tanah hak milik, yaitu:  
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); 
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar 
atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 
No. 139); 
c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, 
setelah mendengar Menteri Agama; 
d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 
                                                          
13Adityo Ariwibowo, “Sekilas Tentang Hak Milik”, diakses dari 





 Berdasarkan uraian pada Pasal 1 PP No. 38/1963, dapat kita lihat bahwa 
BUMN tidak termasuk ke dalam badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik atas tanah.14 
 
C. Peraturan Tentang Hak Atas Tanah 
Peraturan menteri negara Agraria/Kepala badan pertanahan nasional 
tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak 
pengelolaan pada Pasal 1,dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun.  
2. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar-Dasar Pokok Agraria.  
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.  
4. Tanah Hak adalah Tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas 
tanah.  
                                                          
14Letezia Tobing, S.H.,M.Kn.,”Badan-Badan Hukum yang Dapat Punya Hak Milik Atas Tanah “,  
diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5157dfd187cf9/badan-badan-




5. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain 
serta beban-beban lain yang membebaninya.  
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah 
dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai 
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.  
7. Pemohon atau subjek hak adalah perorangan atau badan hukum yang 
pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
8. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan 
sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak 
Pengelolaan.  
9. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu 
hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak 
tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu 
berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.  
10. Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada 
pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu 
berlakuknya hak yang berasngkutan berakhir.  
11. Uang pemasukan adalah uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak 
atas tanah negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan 




12. Panitria Pemeriksa Tanah adalah Panitia yang bertugas melaksanakan 
pemeriksa tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk 
memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai atas tanah negara termasuk Hak Pengelolaan.  
13. Perubahan Hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa 
sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah 
tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan 
sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah 
jenis lainnya.  
14. Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu 
hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut 
mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.  
15. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang sudah 
ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
16. Kantor Wilayah Baan Pertanahan Nasional adalah Kantor Badan 
Pertanahan Nasional di tingkat Propinsi, yang selanjutnya disebut Kantor 
wilayah.  





18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
agraria/pertanahan.15 
 
D. Dasar Hukum Pemberian Hak Atas Tanah: 
1. Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan  
bahwa : Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokokAgraria  Pasal  2  mengenai  hak  menguasai  Negara,  Pasal  3  
mengenai  hak masyarakat   atas   tanah   tidak   bertentangan   dengan   
undang-undang   dan peraturan lain yang lebih tinggi, Pasal 4 mengenai 
adanya macam-macam hak dan wewenang untuk menguasainya. 
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997,  
tentang Pendaftaran  Tanah  Pasal  9  tentang  objek  pendaftaran  tanah  
dan  Pasal  23 tentang pembuktian hak baru. 
4. Peraturan  Menteri  Negara   Agraria  /  Kepala   Badan  Pertanahan  
Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  
Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. 
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5. Peraturan  Menteri  Negara   Agraria  /  Kepala   Badan  Pertanahan  
Nasional Nomor   3   Tahun   1999 tentang   Pelimpahan   Kewenangan   
Pemberian   dan Pembatalan  Keputusan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  
Negara  Pasal  3  sampai dengan Pasal 14. 
6. Peraturan  Menteri  Negara   Agraria  /  Kepala   Badan  Pertanahan  
Nasional Nomor 9 Tahun 1999. tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
 
 Tata cara pemberian hak atas tanah secara individual atau kolektif yang 
terdapat pada pasal 6 yang menyatakan bahwa Pemberian hak secara individual 
merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah 
badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara 
bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan satu penetapan 
pemberian hak. Pemberian hak secara kolektif merupakan pemberian hak atas 
beberapa bidang tanah masing- masing kepada seseorang atau sebuah badan 
hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak, 
yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. Dan pada pasal 7  yang 
menyatakan bahwa dalam hal pemberian hak atas tanah secara individual atau 
kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepanjang mengenai Hak Milik 
yang dipunyai badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum 
lain yang ditunjuk oleh pemerintah, Hak Guna Usaha, Hak Pakai tanah pertanian 
diatas tanah Negara dan hak- hak lainnya yang menurut sifatnya harus 




harus mencantumkan persyaratan izin peralihan hak dan mencatatnya dalam 
sertipikat. 
 Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain 
terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak 
mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan 
pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena 
sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum 
menghendakinya. Dan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk tidak 
merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 
7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas 
maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Tanah Hak Milik 
(HM) Menurut Hukum Perdata  
 
  Hak Guna Bangunan dan tanah hak milik menurut hukum perdata  
untuk rumah tinggal yang sedang dibebani Hak Tanggungan dapat 
dilakukan peningkatan hak menjadi Hak Milik, hal ini diatur melalui 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(PMNA/KBPN) Nomor 5 tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang dibebani 
Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik. Perubahan tersebut dapat dilakukan 
atas permohonan pemegang hak dengan persetujuan secara tertulis dari 
pemegang Hak Tanggungan disertai Sertipikat Hak Tanggungan pada 
Kantor Pertanahan dimana objek Hak Tanggungan itu berada. Permohonan 
yang diajukan berfungsi sebagai pelepasan hak atas tanah kepada Negara 
dan sebagai permohonan Hak Milik. Hak Guna Bangunan atas tanah untuk 
rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan dan diubah menjadi Hak 
Milik mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani Hak 
Guna Bangunan tersebut. 
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1. Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 
 Dalam peraturan tentang tata cara pemberian hak atas tanah ke hak 
milik  dengan ketentuan umum sebagaimana yang diatur pada : 
Pasal 11 yaitu : 
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah 
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. 
Pasal 12  yaitu : 
Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:  
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.  
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpiran 4.  
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian 
contoh Lmpiran 5.  
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan 
rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.  
Pasal 13 yaitu : 
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran 
data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah 




permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses 
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, 
(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala 
Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi 
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran  
(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:  
a.  Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk 
memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah 
terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah 
cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam 
Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai 
contoh Lampiran 7.  
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak 
terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam 
berita acara, sesuai contoh Lampiran 8;  
c.  Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak 
selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah 
sesuai contoh Lampiran 9.  
(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor 





(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala 
Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim 
Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan 
keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau 
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. 
(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala 
Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai 
contoh Lampiran 10.  
Pasal 14 yaitu : 
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), 
Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang 
Hak-hak Atas Tanah untuk:  
1. Mencatat dalm formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.  
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data 
fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala 




(2)  Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data 
yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat 
dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan 
permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala 
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan 
keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau 
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.  
(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas 
permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan 
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2. Undang-undang  Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
 Dalam peraturan tentang  hak milik  dengan ketentuan umum sebagaimana 
yang diatur pada : 
Pasal 20 yaitu : 
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. 
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Pasal 21 yaitu : 
(2) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 
(3) Oleh Pemerintah ditetapkanbadan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 
(4) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 
dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 
(5) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan 
hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. 
Pasal 22 yaitu : 
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak 
milik terjadi karena : 
b. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 





Pasal 23 yaitu : 
(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang 
kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan 
pembebanan hak tersebut. 
Pasal 24 yaitu : 
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan 
diatur dengan peraturan perundangan. 
Pasal 25 yaitu : 
Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan. 
Pasal 26: 
(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau 
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 
seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia 
mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, 
kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 
ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, 
dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik 





Pasal 27 : 
 Hak milik hapus bila : 
a. Tanahnya jatuh kepada Negara : 
1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 
3. Karena ditelantarkan; 
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. 
b. Tanahnya musnah18 
 
B. Mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah HGB menjadi HM di Desa 
Dukuhturi  Kabupaten Tegal 
1. Mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah Menurut  Undang-Undang 
Pokok Agraria 
 
 Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tempat Tingga, Pemberian Hak Milik atas 
tanah untuk rumah tempat tinggal dapat diperoleh melalui perubahan hak 
dalam bentuk peningkatan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah 
untuk rumah tempat tinggal menjadi Hak Milik. Menurut pasal 1huruf b 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 9 Tahun 1997, yang dimaksud dengan perubahan hak adalah 
penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang 
semula dipunyai dengan Hak Guna Bangunan, atas permohonan pemegang           
                                                          







hak nya menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut 
kepadanya dengan Hak Milik.19 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak milik atas tanah 
untuk rumah tinggal yaitu : 
Pasal 1 : 
(1) Dengan keputusan ini : 
a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah 
tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang 
luasnya 600 M2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan 
dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya 
dengan Hak Milik; 
b. Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah 
tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang 
luasnya 600 M2 atau kurang yang sudah habis jangka waktunya 
dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas 
permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas 
pemegang hak. 
(2) Untuk pemberian Hak Milik tersebut penerima hak harus membayar 
uang pemasukan kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku. 
Pasal 2 : 
                                                          




(1) Permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk 
sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini dengan disertai : 
a. Sertipikat tanah yang bersangkutan 
b. Bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa : 
1) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan yang mencantumkan 
bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, atau 
2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bahwa 
bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, apabila Izin 
Mendirikan Bangunan tersebut belum dikeluarkan oleh instansi 
berwenang 
c. Fotocopy SPPT PBB yang terakhir ( khusus untuk tanah yang 
luasnya 200 M2 atau lebih) 
d. Bukti identitas pemohon 
e. Pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang 
dimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyai 
Hak Milik atas tanahuntuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) 
bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima 
ribu) M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II 
Keputusan ini. 
(2) Atas permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat 




sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dibuat sesuai 
contoh sebagaimana Lampiran III Keputusan ini. 
(3) Setelah pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar lunas, 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya : 
a. Mendaftar hapusnya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang 
bersangkutan dalam buku tanah dan sertipikatnya serta daftar 
umum lainnya; 
b. Selanjutnya mendaftar Hak Milik atas tanah bekas Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai tersebut dengan membuatkan buku 
tanahnya dengan menyebutkan keputusan ini sebagai dasar adanya 
Hak Milik tersebut dan menerbitkan sertipikatnya, dengan surat 
ukur yang dibuat berdasarkan data fisik yang digunakan dalam 
pendaftaran Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 
Pasal3: 
(1) Permohonan perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi 
Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan 
warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang pada 
waktu berlakunya keputusan ini sedang diproses di Badan Pertanahan 
Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan belum dilunasi uang 
pemasukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan dan diproses 




(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna 
Bangunanatau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan 
perseorangan warganegara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau 
kurang yang pada waktu berlakunya keputusan ini sedang diproses di 
Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan 
belum dilunasi uang pemasukannya atas permohonan yang 
bersangkutan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya dan diproses menurut keputusan ini. 
Pasal 4 yaitu : 
(1) Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang tidak 
memenuhi syarat untuk diproses menurut Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo 
Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor1 Tahun 1998 tentang Pemberian 
Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan 
Rumah Sederhana (RS), Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian 
Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh 
Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 1972 Nomor 5 Tahun 1973. 
(2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi untuk 




(3) Dalam pengurusan permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) juga harus dilampirkan pernyataan dari pemohon bahwa 
dengan perolehan Hak Milik yang dimohon itu yang bersangkutan 
akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih 
dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 
5.000 (lima ribu) M2. Keuntungan yang dirasakan oleh pemilik rumah 
yang statusnya semula Hak Guna Bangunan diubah menjadi Hak 
Milik, yaitu: 
a. Status hak atas tanahnya menjadi yang terkuat. 
b. Pemilik rumah tidak perlu lagi memperpanjang penguasaan hak 
atas tanah. 
c. Harga rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik menjadi lebih 
mahal (tinggi). 
d. Kalau Hak Milik yang di atasnya berdiri bangunan rumah dibebani 
Hak Tanggungan, maka nilai jaminannya lebih mahal (besar).20 
 
2. Mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah Dalam Praktiknya di Desa 
Dukuhturi Kabupaten Tegal  
 Syarat tanah yang bisa di daratkan maupun tanah yang tidak bisa 
didaratkan seperti kawasan jalur kuning dibidang pertanahan merupakan 
tanah pertanian yang bisa dialih fungsikan menjadi tanah darat atau bisa di 
alih fungsikan tanah pertanian untuk menjadi  perumahan atau tempat 







tinggal, sedangkan kawasan atau jalur hijau adalah tanah pertanian yang tidak 
bisa atau diperbolehkan untuk dijadikan perumahan atau pemukiman karena 
jalur hijau merupakan tanah pertanian yang masih produktif.  
Sejak dahulu Alih fungsi lahan menjadi non-pertanian atau konversi lahan 
didefinisikan sebagai berubahnya fungsi awal lahan menjadi fungsi lainnya 
baik dari sebagian maupun keseluruhan lahan akibat adanya faktor-faktor 
tertentu sebagai berikut : 
a. Pertumbuhan penduduk yang pesat 
Dengan jumlah daratan yang tetap, namun jumlah penduduk yang terus 
meningkat, tentu dapat menyebabkan berbagai dampak bagi 
lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satunya yakni adanya alih 
fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian guna memenuhi 
berbagai kebutuhan hidup yang juga meningkat. 
b. Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman 
Adanya pertumbuhan demografi tentu saja juga menuntut kebutuhan-
kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah 
permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, 
maka konversi lahan pertanian menjadi kawasan rumah menjadi 
pilihan sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut. 
c. Tingginya biaya penyelenggaraan pertanian 
Untuk mengolah sawah atau lahan pertanian dari lapisan tanah agar 
mendapatkan hasil yang optimal tentu saja membutuhkan modal yang 




mengalami kenaikan seperti pada saat naiknya harga bahan bakar 
minyak, maka harganya bisa melambung menjadi dua kali lipat. 
Kenaikan harga pupuk, benih pertanian, biaya irigasi, hingga harga 
sewa tenaga petani membuat para pemilik sawah mempertimbangkan 
untuk menjual sawah mereka atau mengalihkan fungsi lahan menjadi 
bangunan atau tempat wirausaha. 
d. Menurunnya harga jual produk-produk pertanian 
Selain membutuhkan modal yang lumayan, para petani juga harus siap 
menerima resiko lain, yakni hasil panen yang tidak baik atau bahkan 
gagal panen. Dimana harga jual produk pertaniannya menjadi sangat 
rendah atau malah tidak laku di pasaran. Jika hal ini terjadi maka 
petani akan menderita kerugian yang tidak sedikit pula. Tantangan lain 
ialah adanya penurunan harga hasil pertaniannya karena faktor-faktor 
tertentu. 
e. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian 
Anggapan masyarakat, khususnya para generasi muda mengenai sektor 
pertanian masih belum sepopuler bidang-bidang usaha yang lain. Para 
pemuda misalnya, ketika ditanya mengenai cita-cita mereka, maka 
hampir bisa dipastikan akan menyebutkan berbagai profesi lain selain 
menjadi petani. Meski tidak sedikit juga masyarakat yang telah 
menjadi petani sukses, namun profesi petani saat ini memang masih 
sering dianggap sebagai profesi yang berada pada kelas menengah ke 




sebagai akibatnya, para orang tua yang mempunyai sawah atau lahan 
pertanian akan menjual lahannya kepada orang lain. Sedangkan bagi 
mereka yang mewariskan kepada anaknya yang tidak berminat 
mengelola sawah, maka besar kemungkinan lahan tersebut akan 
mengalami alih fungsi. 
f. Pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan 
Seiring berkembangnya pengetahuan, teknologi, serta bertambahnya 
wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari mereka 
yang sengaja mengalihkan fungsi lahan pertanian ke sektor usaha lain. 
Dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka 
mulai mendirikan tempat-tempat industri, peternakan, serta tempat 
usaha lain di atas lahan pertaniannya. 
g. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan 
Yakni ketidaktegasan peraturan pemerintah maupun pejabat mengenai 
pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut diantaranya 
meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum, dan sanksi 
pelanggaran. 
Adapunn dampak dari alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan atau 
pemukiman adalah sebagai berikut : 
a. Berkurangnya lahan pertanian 
Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka 




memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
b. Menurunnya produksi pangan nasional 
Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga 
akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga 
akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin 
meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, 
namun lahan pertanian justru semakin berkurang. 
c. Mengancam keseimbangan ekosistem 
Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau 
lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi 
beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan 
fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan 
bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan 
pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga 
mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan. 
d. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai 
Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah 
menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana 
pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai 
proyek-proyek berbagai jenis jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari 
membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain 




beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak 
terpakai lagi. 
e. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan 
Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian 
melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang 
lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi 
dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam 
akan kehilangan mata pencaharian mereka. 
f. Harga pangan semakin mahal 
Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-
bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu 
saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun 
pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika 
kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal 
g. Tingginya angka urbanisasi 
Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan. 
Sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang 
mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka 
yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-
orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan 
harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi 
setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena 




 Didalam praktiknya Proses perjalanan Peningkatan Hak Atas Tanah Hak 
Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Yang ada pada Desa 
Dukuhturi , Kecamatan Dukuhturi , Kabupaten Tegal , pada Perumahan 
BALAIAMARTA yang terdiri dari 120 unit rumah, masing- masing luasnya 
kurang lebih 70m2 , maka sangat memungkinkan sekali untuk di jadikan hak 
milik karena tanah dengan status Hak Guna Bangunan kalau akan menjadi 
Hak Milik luas tanah harus dibawah 600 m2 karena dari 120 unit rumah 
tersebut masih Hak Guna Bangunan untuk menjadi Hak Milik  maka harus di 
pecah menjadi 120 sertifikat Hak Milik. agar masing-masing pemilik 
mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berupa sertifikat tanah.  
 Mekanisme pengajuan mengubah Hak Guna Bangunan menjadi 
Sertifikat Hak Milik (SHM) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) di wilayah properti yang anda beli dengan membawa persyaratan : 
a. Dokumen yang Disiapkan untuk Luas Tanah Tidak Lebih dari 600 m2 
Tidak sulit memproses permintaan peningkatan hak dari SHGB menjadi 
SHM. Selain rumah tinggal, bangunan yang bisa diubah statusnya 
menjadi SHM adalah organisasi kemanusiaan, badan keagamaan, atau 
organisasi lain yang ditetapkan Undang-Undang. Bagi Anda yang luas 
lahannya tidak lebih dari 600 meter persegi, maka Anda hanya perlu 







Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan: 
1. Sertifikat asli HGB 
Tanpa sertifikat asli HGB, akan sulit bagi Anda untuk memperoleh 
SHM. Jangan lupa juga untuk membawa beberapa lembar fotokopinya. 
2. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tempat tinggal 
Mengapa dokumen ini sangatlah penting? IMB adalah bukti secara 
hukum bahwa lahan digunakan untuk mendirikan bangunan. Jika 
ternyata belum ada IMB, Anda bisa saja membawa surat keterangan 
dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan 
sebagai rumah. Tapi akan lebih baik jika Anda mengurus IMB terlebih 
dulu di dinas tata ruang dan bangunan setempat sebelum memproses 
SHM. 
3. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
dan Bangunan) Tahun Berjalan ini penting untuk melihat rekam jejak 
pembayaran pajak dan kondisi lahan, seperti luas tanah dan luas 
bangunan yang terkena pajak. 
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 
Bagi Anda yang perorangan, siapkan KTP dan KK, namun jika Anda 
mewakili badan hukum maka harus menyediakan akta pendirian usaha. 
5. Surat kuasa dan identitas diri penerima kuasa 
Ini berlaku jika Anda tidak mengurus proses ini seorang diri alias 




6. Surat pernyataan tidak memiliki tanah perumahan lebih dari 5 bidang 
Surat pernyataan ini tersedia di Kantor Pertanahan setempat. Sesuai 
Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang 
Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal, Anda harus 
menyatakan kalau SHM yang Anda minta tidak melebihi 5 bidang atau 
luas maksimal 5.000 m2. Surat ini akan dilengkapi materai. Setelah 
ditandatangani di atas materai, jangan lupa untuk fotokopi beberapa 
lembar. 
7. Surat permohonan 
Selain surat pernyataan, Anda juga diharuskan mengisi surat 
permohonan kepada kepala kantor pertanahan tempat lokasi properti 
berada. Nantinya surat ini akan disertakan dengan surat pernyataan dan 
dokumen-dokumen pelengkap di satu map. Dokumen yang Disiapkan 
untuk Luas Tanah Lebih dari 600 m2. 
 Dokumen yang diperlukan sama seperti di atas. Namun untuk 
luas properti di atas 600 m2, Anda harus melakukan permohonan hak 
milik berupa konstatering report di BPN. 
b. Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa untuk perubahan hak dari 
HGB menjadi SHM untuk rumah tinggal dengan luas tersebut untuk 
rumah tinggal Akan dibuatkan surat keterangan yang isinya bahwa diatas 
tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik saudara dibangun pada 
tahun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hingga saat ini masih dihuni 




Kepala desa / Kelurahan. Surat keterangan tanah yang ditunjukan kepada 
pemerintah kabupaten tegal yaitu yang diketahui dan ditandatangani oleh 
kepala desa dan kecamatan. 
c. Membuat surat permohonan kuasa yang ditujukan kepada kepala kantor 
pertanahan. 
 Setelah semua dokumen persyaratan lengkap anda bisa langsung 
datang ke loket pelayanan dan jika surat permohonan dan berkas diterima 
secara lengkap, selanjutnya petugas pengukuran dari BPN akan melakukan 
pengukuran ke lokasi. Hasil ukur ini akan dicantumkan dalam peta tanah 
yang ada di BPN.  
 Setelah melewati proses tersebut, BPN akan menerbitkan surat 
ukur yang ditandatangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Seksi 
Pemberian Hak Tanah (PHT) selanjutnya akan memproses pemberian hak 
dengan menerbitkan SK Hak berupa SK Hak Milik. Sertifikat pun akan 
diterbitkan di seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) dalam bentuk 
Sertifikat Hak Milik yang sudah dibukukan. Dan menyerahkan berkas 
yang telah dipersiapkan lalu melakukan pembayaran administrasi ke loket 
pembayaran , setelah itu pengambilan sertifikat setelah lima hari atau 







1. Pengaturan Tanah Hak Guna Bangunan dan Tanah Hak Milik menurut 
Hukum Perdata adalah sepanjang mengenai Hak Milik yang dipunyai 
badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lain yang 
ditunjuk oleh pemerintah, Hak Guna Usaha, Hak Pakai tanah pertanian 
diatas tanah Negara dan hak- hak lainnya yang menurut sifatnya harus 
memerlukan izin peralihan hak, dalam penerbitan keputusan pemberian 
haknya harus mencantumkan persyaratan izin peralihan hak dan 
mencatatnya dalam sertipikat. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam 
ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan 
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak 
dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas 
tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu 
dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi 
social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya. 
Dan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk tidak merugikan 
kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. Dengan mengingat ketentuan dalam 




diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai 
dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan 
hukum. 
 
2. Mekanisme Peningkatan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan menjadi 
Hak milik menurut UUPA adalah Hak Milik merupakan hak yang mutlak, 
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini Ini dimaksudkan 
untuk membedakan Hak Milik dengan hak-hak atas tanah lainnya yang 
dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, Hak Milik merupakan hak yang 
paling kuat dan paling penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial, sehingga Hak Milik juga mempunya fungsi social, artinya 
bahwa Hak Milik yang dipunyai subjek hak (pemegang hak) tidak boleh 
dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Fungsi sosial dari 
Hak Milik harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan 
masyarakat. Pengecualian subjek hukum yang dapat mempunyai tanah hak 
milik ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 
tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak 
Milik Atas Tanah (“PP No. 38/1963”). Berdasarkan Pasal 1 PP No. 
38/1963, badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik. 
Setelah melewati proses tersebut, BPN akan menerbitkan surat ukur yang 
ditandatangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Seksi Pemberian 




menerbitkan SK Hak berupa SK Hak Milik. Sertifikat pun akan diterbitkan 
di seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) dalam bentuk Sertifikat Hak 
Milik yang sudah dibukukan. Dan menyerahkan berkas yang telah 
dipersiapkan lalu melakukan pembayaran administrasi ke loket 
pembayaran , setelah itu pengambilan sertifikat setelah lima hari atau 
setelah proses itu selesai. 
 
B. Saran 
1. Bagi masyarakaat dapat menjadikan aturan aturan perdata yang menyangkut 
tentang Hukum Agraria terutama Peningkatan Hak Atas Tanah dari HGB 
menjadi HM agar yang masih berSertifikat Hak Guna Bangunan menjadi 
Sertifikat Hak Milik  
2. Bagi pihak Kantor Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, 
Kabupaten Tegal diharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 
sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut Peningkatan Hak 
Atas Tanah Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik terutama mekanisme 
didalamnya agar Masyarakat dapat mengerti penting nya Sertifikat Hak 
Milik.  
